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Pengadilan Negeri Semarang
JI. Silwangi No. 512, Kembangarum
Kota Semarang

Dengan hormat,
Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan tugas akhir ( Skripsi ) mahasiswa dibawah ini :

Nama : Luly Neta Ingelia S
NIM : 17.€1.0147
Program Studi ¢ llmu Hukum

Telp/HP Mahasiswa : 083838362043

Bersama ini, kami bermaksud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut dalam
melaksanakan penelitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan
wawancara dengan Bapak Muhamad Yusuf, SH. ,MH, sebagai narasumber terkait dengan judul
Skripsi "Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pornografl [Studi Kasus Putusan PN Semarang Nomor 434/Pid.Sus/2017/PN
SMGJ*".

Kami mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih

Prodi llmu Hukum
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PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HV TIPIKOR

SEMARANG
J1. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148
: 4% /Rat/2021
Surat Keterangan
SURAT KETERANGAN
Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan
Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :
Nama : LULY NETA INGELIA S
NIM 1 17.C1.0147
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS SOEGUAPRANATA (UNIKA)
SEMARANG
Alamat Perguruan Tinggi : JI. Pawiyatan Luhur 1V/] Bendan Duwur
Semarang

Telah melokukan penclitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/

Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang tanggal 21 Juli 2021 schubungan dengan
penyusunan Skripsi dengan judul ;

“PERTIMBANGAN HUKUM DALAM  MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (STUDI KASUS
PUTUSAN PUTUSAN PN. SEMARANG NOMOR. 434/Pid.Sus/2017/
PN.Smg) "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan  scbagaimana
mestinya,

Dikeluarkan di : Semamng
Pada tanggal : 21 Juli 2021

Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor
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Report #13914667

BAB | PENDAHULUAN Latar

Belakang Masalah Tindak pidana pornografi adalah salah satu

bagian dari tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana pornografi

juga sering diartikan sebagai suatu perbuatan yang

berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, suara,

percakapan, gerak tubuh yang tidak boleh disebarluaskan dan
dipertontonkan di depan publik. Perumusan

terhadap tindak pidana pornografi salah satunya diatur dalam

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bunyinya: m
mmmmmm"setiap orang dengan sengaja dan tanpa

hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”
. Beberapa hal yang perlu diperhatikan

dalam pasal tersebut, salah satunya yaitu mengenai penetapan

pelaku (subjek hukum). Menurut penulis dalam tindak pidana

pornografi setidaknya terdapat empat pihak yang bekerjasama
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